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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masala.h 

Pada saat ini peranan pengangkutan sangat dibutuhkan masyarakat. 

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memenuhi segala 

kebutuhan manusia. Pengangkutan sebagai alat transportasi yang dikategqrikan 

masuk dalam kebutuhan jasa den dengan sendirinya kebutuhan jasa tersebut selalu 

identik dengan pengangkutan itu sendiri . Pengangkutan mempunyai fungsi pokok 

yaitu memindahkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain 

dengan tujuan meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari barang atau orang 

tersebut. 

Pengangkutan merupakan sarana transportasi yang dapat dilakukan di 

berbagai wilayah, baik pada wilayah darat, air ( danau, sungai , laut), udara. 

Sehingga dalam pelaksanaan serta pengaturan sarana transportasi itu tidak dapat 

dipisahkan dengan sarana transportasi lainnya, maksudnya adalah adanya saling 

keterkaitan pada pelaksanaan dan pengaturan di setiap sistemnya. Tetapi pada 

dasarnya pengangkutan di wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah 

darat, air (danau, sungai, laut), udara mempunyai satu tujuan yang sama yaitu 

sebagai penunjang serta pendorong bagi rakyat dan bangsa Indonesia dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan tersebut juga diatur didalam pasal 3 

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

disebutkan sebagai berikut : 

1 
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Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu 
lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan 
teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda tranportasi lainnya, 
menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, 
pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, penunjang 
pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli 
masyarakat. 

Surabaya sebagai salah satu kota pusat perindustrian, perdagangan, dan 

pendidikan menjadi salah satu penyebab menarik minat penduduk sekitarnya 

untuk melakukan urbanisasi. Hal ini dilihat dari semakin pesatnya pertumbuhan 

penduduk yang mayoritas penduduknya sebagian besar adalah masyarakat 

pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Mereka dalam hal ini masyarakat 

pendatang tersebut terdiri dari berbagai lapisan dan mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda pula. Sehingga dalam setiap melakukan aktifitasnya para penduduk 

pendatang tersebut tidak lepas dari sarana tranportasi yang selain dapat dijangkau 

oleh mereka juga dapat mengantarkan mereka ke tempat tujuan dcngan aman dan 

selamat. 

Selanjutnya dalam merealisasikan tujuan dari pengangkutan seiring dengan 

perkembangan zaman, maka akan dibutuhkan pula suatu alat angkutan yang 

sesuai dengan kemampuan dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarak.at, 

terutama golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pada 

masyarakat perkotaan terutama di Surabaya sangat dibutuhkan alat angkutan yang 

relatif murah dan efisien, dalam hal ini Surabaya dianggap sebagai pusat 

perindustrian, perdagangan, dan pendidikan, sehingga dalam pelaksanaannya 

memerlukan alat pengangkutan terutama alat transportasi darat. Pentingnya alat 

tranportasi darat di sini dikarenakan masyarakat perkotaan sekarang ini 
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menginginkan atau membutuhkan tranportasi umum yang dapat dipergunakan 

dalam ruang lingkup wilayah kota saja. 

Sebagai penunjang di dalam pengembangan dan penyempurnaan alat 

angkutan yang diinginkan masyarakat perkotaan, untuk itu pemerintah kota 

Surabaya berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan mendirikan perusahaan 

umum khusus angkutan bus kota. Perusahaan umum khusus angkutan bus kota 

memang didirikan bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan umum dengan 

kendaraan bus di atas jalan raya dengan trayek dalam \vi.layah kota saja. 

Perusahaan yang dimaksud tersebut selanjutnya disebut perusahaan umum 

D.A.M.R.I., dimana dalam pengoperasiannya perusahaan umum D.A.M.R.L 

tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara, yang dimaksud dimiliki dan dikuasai 

oleh negara adalah perusahaan umum D.A.M.R.L tersebut berstatus BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) untuk itu segala aset-aset yang ada dimiliki dan 

dikuasai oleh negara. 

Pengangkutan dengan bus kota tersebut diharapkan mampu mempermudah 

dan memperlancar jalannya roda pembangunan serta dalam usaha pemenuhan 

kebutuhan masyarakat kota seperti di Surabaya dan kota besar lainnya. 

Transpotasi dengan bus kota memang tepat bagi penduduk perkotaan, karena bus 

kota dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan alat angkutan 

penumpang umum yang lain. Adapun kelebihan dari bus kota tersebut antara lain : 

1. Biaya angkut yang dikeluarkan oleh penumpang tidak terlalu besar 

atau mudah untuk dijangkau; 

2. Trayek yang sudah ditentukan oleh pihak pengangkut; 

'•. 



2) Bagaimana tanggungjawab dan prosedur tuntutan ganti rugi pacta 

pengangkut apabila terjadi kerugian terhadap penumpang dan barang 

bawaan milik penumpang bus kota ? 

1.2 Penjelas·a.~ Judul 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami serta mengerti maksud dan 

tujuan skripsi saya dengan judul, "Tangg\mgjawab Pengangkut Terhadap 

Pengangkutan Penurnpang dan Barang Bawaan, pada Angkutan Bus Kota", perlu . 
dijelaskan mengenai satu persatu arti kata dalam judul tersebut, antara lain : 

a. Tanggungjawab, adalah : suatu keadaan yang mewajibkan seseorang 

harus menanggung segala yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan 

diperkarakan apabila dirasakan adanya suatu kerugian. 1 

b . Pengangkut, adalah : orang yang mengangkut dengan menggunakan 

kendaraan bermotor.2 

c. Pengangkutan, adalah : perpindahan tempat, baik mengenai benda-

benda maupun orang-orang, karen perpindahan itu mutlak diperlukan 

untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi;3 

d. Penumpang, adalah : orang yang mengikatkan diri pada suatu 

perjanjian pengangkutan dengan si pengangkut agar pengangkut 

mengantarkannya ke tempat tujuan dengan rasa aman, lancar, dan 

1 Departemen Pendiclikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ll, Balai 
Pustaka , Jakarta, 1989, hal. 899. 

2 Ibid, haL 39. 
3 Sution Usman Ac\je, dkk, I-lukum Pengangkutan Di fnclonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 

hal.30 
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3. Kapasitas penumpang lebih besar dibanding dengan angkutan · 

penumpang mnum lainnya. 

Sarana transportasi di darat secara umwn di atur di dalam Undang-undang 

nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalail. Alat angkutan 

dengan menggunaka11 kendcu:aan dibedakan menjadi dua, yaitu kendaraan umwn 

dan kendaraan pribadi. Dalain hal ini yang dimaksud dengan kendaraan umum 

adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh 

umum dengan dipungut baya~·an hal ini sesuai yang diatur didalain pasal 1 angka 9 

Undang-undang Nomor 14 Tahtm 1992. Dengan timbulnya suatu kewajiba11 dari 

pada penumpang mengenai pungutan bayaran tersebut maka secara yuridis 

pengangkutan dengan kendaraan wnum tunduk pada hukum pengangkutan. 

Sebab hukum pengangkutan mempakan selumh peraturan yang mengatur tentang 

hubungan hukmn antara pihak pengangkut dan pihak penumpa11g/pengirim. 

Setelah melihat dari uraian di atas maka pengangkutan dengan 

menggunakan bus kota masuk dalam kategori kendaraan mnum, dimana dalan1 

setiap pelaksanaan dengan menggunakan alat a11gkutan bus kota pihak penumpang 

maupun pihak pengangkut harus memperhatikan prosedur-prosedur yang telah 

diatur oleh undailg-tmdang. 

Dari uraian Jatar belakang di atas yang saya permasalahkan adalah : 

1) Bagaimana pembentukan pe1janjian pengangkutan dengan bus kota, 

dan apa sajakah hak dan kewajiban para pihak? 
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2) Bagaimana tanggungjawab dan prosedur tuntutan ganti rugi pada 

pengangkut apabila terjadi kemgian terhadap pemunpang dan barang 

bawaan milik penumpang bus kota ? 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami serta mengerti maksud dan 

tujuan skripsi saya dengan judul, "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap 

Pengangkutan Penumpang dan Barang Bawaan pada Angkutan Bus Kota", perlu 

dijelaskan mengenai satu persatu arti kata dalam judul tersebut, antara Jain : 

a. Tanggt.mgjawab, adalah : suatu keadaan yang mewajibkan seseorang 

harus menanggung segala yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan 

diperkarakan apabila dirasakan adanya suatu kerugian. 1 

b. Pengangkut, adalal1 : orang yang mengangkut dengan menggtmakan 

kendaraan bennotor. 2 

c. Pengangkutan, adalah : perpkndahan tempat, baik mengenai benda-

benda maupun orang-orang, karen perpindahan itu mutlak diperlukan 

tmtuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi;3 

d. Pemunpang, adalah : orang yang mengikatkan diri pada suatu 

perja.njian pengangkutan dengan si pengangkut agar pengangkut 

mengantarkannya ke tempat tujuan dengan rasa aman, lancar, dan 

1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 899. 

2 Ibid, hal . 39. 
3 Sution Osman Adje, dkk, Huk.'Um Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 

hal.30 
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selamat sampai di tempat tujuan, sehingga untuk itu diwajibkan 

membayar ongkos pengangkutan; 

e. Barang Bawaan, adalah : setiap benda yang dibawa oleh penumpang 

kedalam kendaraan bus maupun setiap benda yang dibawa oleh 

penumpang dan dimasukkan kedalam bagasi bus kota; 

f. Angkutan, adalah : pemindahan orang dan/ atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan menurut 

ketentuan dalam pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 41 

talnm 1993 tentang Angkutan Jalan; 

g. Bus, adalah : setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi menurut 

ketentuan yang terdapat didalam pasal I Angka 7 Peraturan 

Pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 

h. Bus Kota, adalah : bus yang melayani trayek yang seluruhnya berada 

dalam satu wilayah Kotamadya Daeral1 Tingkat II menurut ketentuan 

pasal 7 angka 1 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 41 talmn 1993 

tentang Angkutan Jalan. Trayek dimaksud terdiri dari trayek yang 

diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan, yaitu : mempunyai jadwal 

tetap, melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama 

dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik 

secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal, dilayani oleh 

mobil bus umum, pelayanan cepat dan/atau lambat, jarak pendek, 
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melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan . 

menurunkan penumpang, hal ini menurut ketentuan pasal 8 angka 3 

huruf a Peraturan Pemerintah nom or 41 tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan. 

1.3 Alasan Pemilihan Judul. 

Alasan saya memilih judul di atas karena masih banyak dari pihak 

perusal1aan angkutan bus kota yang dalam hal ini disebut sebagai pihak 

pengangkut hanya semata-mata Lmtuk menca1i keunhmgan saJa tanpa 

memperhatikan resiko-resiko yang terjadi pada diri penumpang. Mengenai resiko 

dari penumpang antara lain ~pabila sewaktu penumpang menggunakan alat 

angkutan bus kota mengalan1i kecelakaan yang memang mumi kesalalum dari 

pihak pengangkut. Dalan1 posisi ini pihak pengangkut lebih sering menghindati 

tanggung jawabnya apabila si penumpang ingin menuntut ganti rugi dengan dalih 

bahwa kewajiban pengangkut hanyalal1 sebatas mengangkut penumpang sampai 

ke tempat tujuan saja. Apabila terjadi kemgian yang dialami oleh penumpat1g, 

biasanya dalam prakteknya pengangkut beranggapan bahwa ongkos yang 

dibayarkan oleh penumpang itu tidak sebanding dengan kemgian yang dialami 

penumpang jika terjadi kecelakaan yang mengancam jiwa penumpang tersebut. 

Sehingga sering kali terjadi anggapan masyarakat bahwa pengangkut hanya 

' 
mengantarkan pemunpang ke tempat tujuan tanpa memperhatikan kerugian-

kerugian yang dialami pemunpang tanpa ada kelanjutannya untuk mengganti 
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kerugian dari penumpang yang bersangkutan. Dengan kata lain pengangkut disini 

tidak memperhitungkan berapa besar kerugian yang dialami oleh penumpang itu. 

~· 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan ptama yang hendak dicapai daJam penulisan skripsi ini adalah : 

1) Untuk memenuhi persyaratan da1am memperoleh ge1ar sarjana hukum 

pada jenjang Strata (S-1) di Fakultas Hukum Program Non Reguler 

Universitas Airlangga. 

2) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat 

mengenai maksud dan tujuan pengangkutan terutama pengangkutan 

dengan menggunakan alat angk'Utan bus kota. 

1.5 Metodologi 

a. Pendekatan Masalah 

Untuk memperoleh pengertian dan kajian-kajian pembahasan dalam 

skrispsi ini , saya m~nggunakan pendekatan yuridis norrnatif,/ yaitu 

pendekatan yuridis dari perundang-tmdangan dan peraturan-peraturan 

yang ada, serta bahan hukum yang diperoleh di lapangan yaitu 

wawancara dengan pibak-pihak yang terkait, kemudian dibubungkan 

dengan teori-teori dalam literatur hukum pengangkutan sehingga akan 

ditemukanjawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. 

b. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. 

Yaitu berasal dari bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan 
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misalnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Peraturan 

Pemerintah, misalnya PP Nomor 41 Tahun 1993 , Keputusan Menteri, 

misalnya KMK Nomor 415/KMK.06/2001. Bahan hukum sekunder 

berasal dari litcratur-literatur yang sesua1 dengan hukum 

pengangkutan, wawancara d~ngan pihak-pihak 

pembahasan skripsi ini 

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

terkait dengan 

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk 

penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan bahan hukum yang 

dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca serta 

mengkaitkan literatur-literatur yang sesua1 dengan hukum 

pengangkutan dan melakukan penelitian di lapangan dengan cara 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan skripsi 

1111. 

d. Anahsis Bahan Hukum 

Semua bahan hukum yang terkumpul baik dari kepustakaan maupun 

dari lapangan, diolah menjadi bahan hukum yang sistematis dan 

djanalisa dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif 

guna menyelesaikan masalah-masalah yang diselesaikan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilimiah. 

1.6 Pertanggungjawaban Si~tematika 
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Untuk mendapatkan gambaran yang singkat dan jelas tentang pembahasan 

dalam skripsi ini, maka skripsi di bagi dalam empat bab. Setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan. 

Secara garis besar skripsi ini disusun sebagai berikut: 

Bab satu adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum dari 

permasalahan dfin penjelasan mengenai Jatar 'belakang masalah dan perumusan 

masalah. Latar belakang dalam skripsi ini adalah semakin besamya kebutuhan 

akan pengangkutan pada kehidupan masyarakat kota. Selanjutnya dari Jatar 

belakang ditarik rumusan masalah dan alasan pemilihan judul. Kemudian dalam 

bab ini juga diuraikan mengenai metodologi dan pendekatan rnasalah yang 

dipakai dalam pembahasan. Pada akhir bab ini diuraikan tujuan penulisan skripsi, 

pengolahan dan sumber-sumber bahan hukum. 

Di dalam bab dua dibahas mengenai apa yang menjadi dasar hukum dari 

perjanjian pengangkutan dengan angkutan bus kota. Dan juga mengenai unsur­

unsur ter:jadinya perjanjian pengangkutan dengan bus kota. Dalam bab ini juga 

akan dijelaskan mengenai akibat-akibat bila pengangkut wanprestasi. Mengenai 

hak-hak dan kewajiban para pihakjuga akan diatur dalam bab iru. 

Bab tiga membahas mengenai penganalisaan serta pembahasan mengenai 

prosedur permintaan ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak penumpang bus 

kota, yang disebabkan pihak pengangkut melakukan kesalahan dalam 

melaksanakan kewajibannya. 



11 

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari 

pembahasan permasalahan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta 

saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbu1. 



BABII 

PEMBENTUKAN PERJANJIAN PENGANGKUTA.N 

PADA PENGANGKUTAN DENGAN BUS KOTA 

2.1 Syarat-syan1t dan asas-asas terbentuknya perjanjian pengangkutan 

12 

Membahas mengenm syarat-syarat maupun asas-asas terbentuknya 

pet]anJJan pengangkutan, maka terlebih dahulu dijelaskan bagaimana 

pengangkutan masuk sebagai bentuk suatu perjanjian. Dikategorikan sebagai 

bentuk perjanjian karena di dalam pengangkutan tersebut terdapat adanya suatu 

pernyataan kehendak oleh para pihak yaitu adanya suatu penawaran "Annbod'' 

dari pihak pengangkut dan selanjutnya pihak penumpang melakukan penerimaan 

"Aanvaarding" atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Adanya 

penawaran dan penerimaan tersebut, maka selanjutnya akan timbul suatu 

perjanjian di antara para pihak, atas definisi yang ada di atas maka pengangkutan 

dikategorikan sebagai bentuk perjanjian. 

Fungsi dan tujuan pengangkutan yaitu sebagai sarana vital untuk 

memperlancar perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ketempat lain 

dengan tujuan untuk meningkatkan dan meninggikan daya guna, nilai serta cara 

efisien dan efektif terhadap manusia dan barang yang diangkut. Untuk 

merealisasikan fungsi dan tujuan dari pengangkutan yaitu adanya suatu hubungan 

yang bertimbal balik diantara para pihak tersebut, dimana hubungan tersebut 

secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. 
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Perjanjian pengangkutan yang dilakukan para pihak tersebut merupakan 

bentuk realisasi dalam melaksanakan suatu pengangkutan yaitu antara para pihak 

pengangkut dan pihak penumpanglpengirim, hal ini demi mewujudkan suatu 

hubungan yang bertimbal batik antara para pihak. Untuk terbentuknya suatu 

pelJanJJan pengangkutan yang dilakukan antara pihak pengangkut dan pihak 

penumpang harus terlebih dahulu adanya kata sepakat, karena tanpa adanya 

kesepakatan pada kedua pihak tersebut tidak mungkin akan timbul suatu 

perjanjian pengangkutan. 

Seperti yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata bahwa syarat terbentuknya perjanjian adalah: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri~ 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dari keempat syarat diatas saya akan membahas mengenai syarat subyektif 

maupun obyektifnya, karena hal ini menyangkut subyek dari. pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian pengangkutan. Sedangkan mengenai kedua syarat yang 

lain adalah merupakan syarat obyektif, dimana syarat obyektif tersebut 

menyangkut mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. 

Mengenai syarat tersebut di atas, saya akan menguraikan satu persatu dari 

keempat syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tersebut. 
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Ad.l. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Yang dimaksud sepakat adalah babwa para pihak yang mengadakan 

perjanjian pengangkutan tersebut harus setuju serta mau melaksanakan apa yang 

telah dikehendaki oleh para pihak yang menghendakinya. Sepakat disini sebagai 

persyaratan yang disetujui antar pihak-pihak, untuk itu persetujuan kehendak para 

pihak tersebut diwujudkan dengan adanya suatu bentuk penawaran dari pihak 

pengangkut serta sebahknya pihak yang menerima penawaran tersebut adalah 

penumpang itu sendiri, dimana mereka telah sepakat untuk melaksanakan 

perjanjian pengai1gkutannya. 

Sehingga disini jelas yaitu apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga 

harus dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Jadi disini para pihak tersebut 

menginginkan adanya suatu hubungan timbal balik antara pengangkut dan 

penumpang. Pihak pengangkut menginginkan adanya ongkos pengangkutan 

sebagai kontra prestasi dari penumpang dan sebaliknya penumpang sendiri 

menginginkan agar diantar ke tempat tujuan dengan aman dan selamat kepada 

pengangkut. 

Sedangkan kesepakatan yang dimaksud dalam pengangkutan dengan 

menggunakan angkutan bus kota yaitu pada waktu penurnpang bus kota tersebut 

melakukan akseptasi terhadap penawaran yang diberikan oleh pihak pengangkut. 

Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Untuk syarat kedua ini diharuskan bagi para pihak untuk membuat suatu 

perjanjian pengangkutan tersebut haruslah cakap hukum. Pengertian cakap hukurn 

menurut R. Subekti adalah setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baliq dan 
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sehat pikirannya.4 Dalam hal ini para pihak tersebut dapat melakukan pet:ianjian 

pengangkutan apabila para pihak tersebut tidak gila ataupun anak-anak (belum 

cukup umur). Sedangkan yang dimaksud belum cukup umur di ~ini yaitu belum 

dewasa. Mengenai hal belum dewasa ini diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pasal 330 ayat l, demikian bunyinya : " Belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih 

dahulu telah kawin." 

Sedangkan dalam perjanjian pengangkutan dengan bus kota mengenai yang 

dikecualikan dalam hal ini adalah anak-anak yang belum cukup umur dapat 

dianggap sah sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan bus kota. 

Karena dalam perjanjian pengangkutan ini pihak pengangkut tidak boleh 

membeda-bedakan penumpang yang membutuhkan Jasa pengangkutan 

menggunakan angkutan bus kota. Hal ini disebabkan perusahaan angkutan umum 

ini bergerak dalam bisnis pengangkutan, sehingga apabila ia maksudnya dalam hal 

ini penumpang baik dewasa maupun anak-anak akan dilayani asalkan penumpang 

tersebut membayar ongkos pcngangkutannya. 

Ad.3 Suatu hal tertentu. 

Mengenai hal tertentu yang dimaksud disini adalah menyangkut hak dan 

kewajiban serta tujuan dari pihak-pihak yang melakukan kesepakatan untuk 

melaksanakan suatu perjanjian. Di dalam perjanjian pengangkutan mengenai hal 

tertentu tersebut yaitu berupa pengangkiltan orang maupun barang, dimana pihak 

tersebut menginginkan untuk diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan yang 

4 R Subekti, S. H, Aneka Pe~ar1jian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 71 
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diinginkan dengan aman dan selamat dimana untuk itu ia diharuskan membayar 

ongkos pengangkutannya. 

Sedangkan hal tertentu yang dimaksud di dalam peijanjian pengangkutan 

dengan bus kota adalah penumpang bus kota tersebut menginginkan dirinya untuk 

diangkut ke suatu tempat, sehingga untuk itu pihak penumpang tersebut harus 

membayar ongkos pengangkutannya kepada pihak pengangkut yang dalam hal ini 

diwakili oleh kondektur. 

Ad.4 Suatu sebab yang halal. 

Yang dimaksud sebab yang halal disini bukan mengenai sebab akibatnya 

tetapi mengenai isi atau maksud dari perjanjiannya. lsi atau maksud dari 

peijanjian itu sendiri pada dasamya membebaskan para pihak untuk menentukan 

isi atau maksud dari hubungan hukum perjanjian yang mereka inginkan. Sehingga 

dalam hal ini para pihak harus memperhatikan batas-batas kelayakan dan 

kepatutan agar menghasilkan penutupan perjanjian dengan baik yang tentunya 

diikuti pemenuhan prestasi yang halal. 

Jadi di dalam perjanjian pengangkutan dengan menggunakan angkutan bus 

kota yang dimaksud dengan sebab yang halal yaitu para pihak dalam 

melaksanakan per:janjian pengangkutannya tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Seperti yang dikatakan oleh R. 

Soekardono bah\va perjanjian itu dikatakan layak apabila di dalar.1 syarat-syarat 

yang diadakan oleh pihak pengangk.'Ut diadakan Iarangan mengangkutkan benda­

benda yang berbahaya atau penolakan penumpang yang mengganggu bahkan bisa 

membahayakan ketertiban penurnpang lainnya. 
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Setelah melihat dari keempat syarat sahnya peijanjian di atas yaitu antara 

pengangkut (Perusahaan Umum Angkutan Bus Kota) dengan penumpang bus 

kota, rnaka jelas bahwa pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut 

penumpang ke ternpat tujuan tertentu sesuai trayek bus kota dengan selamat, 

sedangkan untuk penumpang sendiri juga mengikatkan diri yaitu dengan 

membayar ongkos pengangkutan dimana besarnya ongkos tersebut ditentukan 

oleh pihak pengangkut. 

Setelah membayar ongkos pengangkutannya penumpang akan diberikan 

oleh kondektur suatu bukti berupa karcis, dimana fungsi dari karcis 

bus kota tersebut hanya sebagai tanda bahwa penumpang angkutan bus kota 

tersebut telah membayar ongkos angkutannya. Keberadaan dari karcis bus kota 

tersebut hanyalah sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak penumpang 

dan pengangkut, sehingga hal ini tidak akan berpengaruh terhadap sah atau 

tidaknya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Tetapi meskipun 

keberadaan dari karcis tersebut hanyalah sebagai pedoman rnengenai hak dan 

kewajiban saja, narnun dalarn praktek pengangkutan dengan bus kota, pemberian 

karcis tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk rnendapatkan ganti rugi apabila 

terjadi kerugian5 pada penumpang angkutan bus kota. 

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk 

pada pasal-pasal dari bagian umum dari perjanjian Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, akan tetapi oleh Undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan 
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khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal .. 

membuat perjanjian pengangkutan6 

Seperti y~mg diketahui, hukum pelJanJian dalam B. W. rnenganut asas 

konsensualitas ~ Artinya ialah : hukum perjanjian dari B. W. itu rnenganut asas 

bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja.7 Dalam hal ini 

pembentukan perjanjian pengangkutan, para pihak yang dirnaksudkan di sini 

adalah pihak pengangkut yaitu pihak perusahaan angkutan umum yang 

menyelenggarakan jasa pengangkutan, sedangkan pihak lainnya adalah pihak 

penwnpang yaitu pihak yang rnenggunakan atau pihak yang mernbutuhkan jasa 

pengangkutannya. 

Persetujuan kehendak dalam pembentukan perjanjian pengangkutan tersebut 

tidak disyaratkan harus dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, rnaksudnya 

perjanjian tersebut cukup dengan lisan saja, seperti yang dikatakan oleh H.M.N. 

Purwosudjipto bahwa di dalarn pernbuatan perjanjian pengangkutan tidak 

disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asalkan ada persetujuan kehendak. 

Jadi rneskipun di dalam persetujuan kehendak yang dibuat oleh para pihak 

tersebut tidak dibuat secara tertulis, hal itu tidak akan membatalkan perjanjian 

pengangkutan yang telah dibuat atau disepakati oleh para pihak tersebut. Untuk 

itu dalam pembentukan perjanjian pengangkutan para pihak harus benar-benar 

memperhatikan asas konsensualitasnya 

7 
Loc cit .hal.3 
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Perjanjian pengangkutan memang tidak diatur secara terperinci dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

Tetapi mengenai pengangkutan terdapat peraturan diluar Kitab Undang-undang 

Perdata yang dilakukan dan dilaksanakan menurut perjanjian yang mereka buat 

sendiri , sehingga untuk itu perjanjian pengangkutan yang dibuat para pihak 

tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang 

membuat perjanjian itu. 

Melihat definisi yang ada di atas maka perJanJian pengangkutan yang 

dilakukan para pihak tersebut hams didasari suatu kebebasan untuk membuat dan 

menentukan perjanjian yang akan dibuatnya. Untuk itu para pihak dalam membuat 

perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada. Kebebasan yang dimaksud di 

atas yaitu kebebasan dimana dalam setiap pelaksanaanya mengandung unsur 

adanya tanggung jawab antara para pihak 

Mengacu uraian di atas maka para pibak dalam melaksanakan perjanjian 

pengangkutannya harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Maksud dari asas 

kebebasan berkontrak tersebut adalah mempunyai arti kebebasan untuk 

mengadakan suatu perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrul Zaman asas ini 

mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah 

kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.8 

Mengenai kebebasan ini didasarkan juga pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang berbunyi : 

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
ba~;,ri mereka yang membuatnya. Suatu petjanjian tidak dapat ditarik kembah 

g A . _ _ -" ... -·- n ... .J- .1--- ... - 4--1 . ... 11 . . 1 ~.- n :,.._:"': A1 .. --: n:--..l . . - ..... l['n A \.. .... 1 AC 
~VJii.li<tlll U<tl u:; D<tUI Ul.l.Cilll<tll , 1"\llt:ll.<t DUII.UIII DI:.ILIS, /"\IUIJIIll, DliiiUUIIt:S, J :1::t't, lllil.'t.l 
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selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." 

Setelah para pihak melaksanakan kebebasan dalam melakukan perjanjian 

pengangkutan hendaknya para pihak dalam melaksanakan p~ngangkutannya 

tersebut memperhatikan pula asas itikad baik, seperti yang tercantum dalam pasal 

1338 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : " Suatu 

pe~janjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." 

Dengan rnemperhatikan asas-asas di atas, maka di dalam pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan selain adanya suatu kebebasan para pihak tidak cukup 

hanya dengan kata sepakat kedua belah pihak saja, rnelainkan setelah terjadinya 

kesepakatan (konsensualitas) di antara para pihak seyogyanya dalam 

melaksanakan perjanjian pengangkutannya juga harus beritikad baik. Baik dari 
, 

pihak pengangkut rnaupun pihak penumpang yang telah sepakat untuk 

melaksanakan perjanjian pengangkutan. 

2.2 Sifat-Sifat l)erjanjian Pengangkutan 

Seperti yang dikemukakan oleh R.Soekardono, bahwa: 

"Sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik untuk 
melakukan pelayanan (atau ja~a) berkala (een overeenkomst tot het 
verrichten van enkelediensten )"') 

Sedangkan sifat perjanjian pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah: 

"Perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik 
pengangkut/ pengirirn yang masing-masing mempunyai kewajiban sendiri­
sendiri ."1 0 

9 P c ..-. • .:. l ... .., ... rl,.... ......... u . . t, •• ._ n,..,.... ........ ,.... t .... A,... ... a,..;,.. 1; 1;,..1 n o .... ,.... T o "';,..,",..1; l .... l ... ... r+.... 1 oo 1 l,,..l 1' 

10 
L'- · '-'~Cr\.aJ uuuu, J. •-~~uut J.Jc::ac,a..t•O .utuvuco:ua, JUJ.U .Ll, L.Ja0 . ~, .1'-G.JO.wa..u, Ja.l\.cu e.a., 1 7 01 , uaJ . 1 J 

H.M.N. PurwosudJlpto, Pengertian Pokok Hkum Dagang Indonesia, Bag. ill, Djambatan, 
Jakarta, 1986, hal.2 
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Perjanjian pengangkutan dengan angkutan barang dan/ atau orang 

merupakan pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak pengangkut dengan 

mendapatkan ongkos dari pihak pemakai jasa pengangkutan dengan konsekuensi 

apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak pengangkut tersebut dilakukan 

dengan baik, tetapi dengan pelayanan yang baik tersebut tidak memungkinkan 

para pemakai jasa tersebut akan mengbrunakan jasa pengangkutannya untuk 

selamanya. 

Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang 

memakainya itu adalah bermacam yaitu sama tinggi-sama rendah atau kedua 

belah pihak adalah " Gecoordineerd " , tidak ada imbangan majikan terhadap 

buruh (atasan terhadap bawahan) atau 1mbangan " Gesubordineerd " pada 

hubungan hukl!m antara pemakai pengangkutan dan pengangkut. 11 

Secara keseluruhan maksudnya yaitu hubungan hukum dalam perjanjian 

pengangkutan tersebut antara pihak pengangkut dan penumpang hanya teijadi 

kadang kala saja, yaitu pada saat penumpang membutuhkan jasa pengangkutan. 

Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini didasarkan pada pasal 1601 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang berbuny1 : 

"Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang 
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat 
yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua 
macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; 
persetujuan perburuhan dan pemborongan pekeijaan." 

11 Op cit. hal.14 
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Mengenai pengertian dari sifat timbal balik adalah perjanjian pengangkutan 

yang terdapat dalam angkutan bus kota itu sifatnya timbal-balik, dengan demikian 

berarti bahwa scjak terbentuknya pcrjanjian pengangkutan tersebut akan 

menimbulkan ·hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, baik pihak 

pengangkut maupun pihak penumpang. 

Adapun kewajiban utama dari. pihak pengangkut yang juga merupakan hak 

dari pihak penumpang yaitu menyelenggarakan pekerjaan pengangkutan dari satu 

tempat ke tempat yang lain dengan cepat, aman, dan selamat sampai ke tempat 

tujuan. Dan sebaliknya kewajiban pihak penumpang yang juga merupakan hak 

bagi pihak pengangkut adalah melakukan pembayaran ongkos pengangkutan 

kepada pengangkut yang dalam hal ini diwakih oleh kondektur bus kota tersebut. 

. 
2.3 Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Dengan Bus Kota 

Sebel urn para pihak melaksanakan hak dan kewajiban peri u kiranya say a 

jelaskan mengenai pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian pengangkutan. 

Adapun para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan menggunakan 

angkutan bus kota, sebagai berikut : 

I. Pengangkutl Perusahaan angkutan bus kota -:· . 

Pengangkut merupakan suatu badan usaha yang telah mengadakan 

perjanjian pengangkutan sebagai prestasi yang wajib dilaksanakan sejak 

perjanjian pengangkutan tersebut terbentuk. Pengangkut dalam hal ini diwakili 

oleh sopir, kondektur dan kemet, dimana ketiganya (sopir, kondektur, kemet) 

mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan pretasinya sebaik mungkin agar 
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penumpang dan barang bawaaannya sampai di tempat tujuan dengan cepat, aman 

dan selamat. 

Dilihat dari definisi pengangkut diatas, pengangkut dalam melaksanakan 

prestasinya diwakili oleh sopir, kondektur dan kernet. Mengenai ini akan saya 

jelaskan satu per satu dari ketiga komponen diatas : 

~ Sopir adalah pengemudi, menurut penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang­

undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan, yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan 

kendaraan. 

;... Kondektur adalah orang yang bertugas mewakili pengangkut untuk 

menarik ongkos pengangkutan dari penumpang dalam pemenuhan 

pretasinya. 

~ Kernel adalah orang yang bertugas mewakili pengangkut untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang serta barang bawaan milik 

penumpang. 

II. Penumpang angkutan bus kola 

Penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri dengan pihak 

pengangkut dalam perjanjian p~ngangkutan angkutan bus kota agar ia diangkut ke 

tempat yang dikehendaki dengan rasa aman dan selamat, yang untuk itu yang ia 

harus membayar ongkos pengangkutan sebagai kontra prestasi . 

III. A/at pengangkutan atau mobil bus 

Alat pengangkutan disini maksudnya yaitu sarana penunJang di dalam 

pelaksanaan pengangkutan. Alat pengangkutan tersebut yaitu mobil bus dimana 
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pengertian dari pada mobil bus tersebut adalah setiap kendaraan yang dilengkapi 

lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi pasal 1 angka 7 PP 

No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 

.. 

2.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian pengangkutan 

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari pengangkut dan penumpang 

dalam pengangkutan bus kota adalah sebagai berikut: 

I. Hak dan kewajiban pihak pengangkut. 

a. Hak dari pihak pengangkut 

Perjanjian pengangkutan dengan bus kota disini akan mengakibatkan 

munculnya hak bagi pihak pengangkut. Hak-hak tersebut antara lain : 

:;... Memperoleh pembayaran biaya pengangkutan dari pihak penumpang 

atas uang angkutan yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, 

pada perjanjian pengangkutan penumpang menggunakan bus kota, para 

penurnpang melakukan pembayaran pada saat sudah rnasuk ke dalam 

bus kota dan sekaligus menyatakan ke mana tujuannya. 

-,. Menunda keberangkatan juga adalah merupakan salah satu hak dari 

pihak pengangkut. Adapun hal-hal yang mengakibatkan jadwal 

keberangkatan ditunda antara lain adalah bila pada jam tersebut 

penumpang yang naik bus kota di terminal masih sedikit sekali 

sehingga apabila diberangkatkan pihak perusahaan angkutan h.us .kota 

akan mengalami kerugian, maka pengangkut berhak menunda jadwal 
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keberangkatan untuk menunggu sampai penumpang yang naik telah 

memenuhi tempat duduk dalam angkutan bus kota. 

>-- Meno1ak ganti rugi adalah juga merupakan hak dari pihak pengangkut, 

maksudnya adalah pihak pengangkut berhak menolak memberikan 

ganti rugi yang telah diajukan oleh pihak penumpang, apabila pihak 

pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh 

pihak penumpang adalah bukan merupakan kesalahan dari pihak 

pengangkut. 

b. Kewajiban dari pihak pengangkut 

Kewajiban pengangkut amat penting karena di s1m nantinya pihak 

pengangkut akan berhubungan dengan masalah tanggung jawab menurut hukum. 

Kewajiban dari pihak pengangkut tersebut antara lain : 

>-- Mengangkut atau menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang 

bawaan milik penumpang dari pemuatannya sampai tempat yang dituju 

dengan selamat. Jadi pihak pengangkut harus mengantarkan 

penumpang dan barang bawaannya mulai ia naik ke bus kota sampai ia 

turun ke tempat tujuan sesuai dengan trayek dari angkutan bus kota 

yang ditumpanginya. Trayek yang dimaksud disini adalah trayek tujuan 

dalam kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah 

kota pasal 7 huruf c PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 

);> Pengangkut wajib mengasuransikan tanggungjawabnya. Maksudnya 
. \ . 

pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang karena kelalaiannya dalam melaksanakan ~laydh~H 
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angkutan, ketentuan ini diatur dalarn pasal 45 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

>- Pengangkut wajib rnengembalikan uang angkutan apabila selarna 

pengangkutan kemudian terjadi gangguan yang bukan karena kesalahan 

penumpang, sehingga rnenyebabkan alat angkutan tidak dapat 

dipergunakan secara maksimal. Misalnya di dalam perjalanan terjadi 

kerusakan pada mobil bus angkutan kota yang dipakai, sehingga 

mengakibatkan bus augkutan kota tersebut tidak dapat meneruskan 

pet:ialanan. Tetapi biasanya pihak pengangkut rnernberikan altematif 

lain yaitu dengan memindahkan/ mengoper penurnpang ke bus kota lain 

yang sesuai dengan trayek dan tujuan yang sama tanpa dikenakan biaya 

tambahan lagi atau penumpang tidak perlu mernbayar lagi ongkos 

pengangkutannya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 44 Undang­

undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

ll. Hak dan kewajiban pihak penumpang. 

I. Hak dari pihak penwnpang. 

Pada perjanjian pengangkutan dengan bus kota ini pihak penumpang juga 

mempunyai beberapa macam hak, yaitu : 

>- Pihak penumpang berhak untuk diangkut dari tempat ia naik ke bus 

kota sampai ia turun ke tempat tujuan dengan selamat. Hal ini 

merupakan tujuan utama dari pihak penumpang karena itu ia telah 
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mengikatkan diri di dalam perJanJlan pengangkutan ciengan pihak 

perusahaan angkutan bus kota 

);- Pihak penumpang berhak untuk menuntut supaya diberikan kepadanya 

karcis perjalanan yang sesuai dengan tujuannya kepada kondektur bus 

kota. Karcis perjalanan ini merupakan suatu tanda bukti bahwa 

penumpang telah melaksanakan prestasinya. Memang biasanya pada 

angkutan bus kota hila penumpang tidak memintanya, maka kondektur 

bus kota juga tidak akan memberikannya, tetapi apabila penumpang 

meminta karcis setelah ongkos diberikan, maka kondektur juga akan 

memberikan karcis perjalanan tersebut. 

);- ·Pihak penumpang berhak untuk menerima ganti rugi yang diakibatkan 

karena kerugian atau kecelakaan yang menimpa dirinya selama 

perjanjian pengangkutan itu masih berlangsung. Untuk kecelakaan yang 

disebabkan karena kesalahan pihak pengangkut dan hal itu 

menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang, maka pihak penumpang 

berhak untuk mendapatkan ganti rugi. 

Y Pihak penumpang berhak mendapatkan pelayanan serta perlakuan yang 

sama dengan penumpang-penumpang yang lainnya. Di dalam 

pengangkutan dengan angkutan bus kota ini penumpang boleh 

menuntut kepada pihak pengangkut untuk diberikan pelayanan dan 

perlakuan yang sama antara penumpang satu dengan penumpang yang 

lainnya. 

11. Kewajiban dari pihak penumpang. 
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Disamping hak-hak yang ada pada diri penumpang, maka penumpang juga 

harus memenuhi segala kewajibannya. Kewajiban tersebut antara lain, yaitu : 

;... Pihak penumpang wajib membayar biaya pengangkutan kepada 

pengangkut, dalam hal ini pihak pengangkut diwakili ol~h kondektur 

bus kota. Mengenai tarif yang harus dibayar oleh penurnpang kepada 

kondektur bus kota telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, seperti 

tercantum dalam pasal 47 angka 3 PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 

Angkutan Jalan. Mengenai tarif yang telah ditentukan tersebut maka 

pihak penumpang harus mau rnenaatinya apabila ia ingin rnengikatkan 

dirinya dengan perusahaan angkutan bus kota tersebut. 

;;... Pihak penumpang diwajibkan untuk manaati segala peraturan dan 

ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pihak pengangkut. Maksudnya 

selama perjalanan penurnpang dilarang berbuat seenaknya sendiri 

melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan serta 

kenyamanan penurnpang yang lain. Jadi apabila ia telah mengikatkan 

dirinya di dalam perjanjian pengangkutan dengan bus kota.Maka ia 

wajib rnenaati segala peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh pihak perusahaan angkutan bus kota tersebut. 



BABID 

PERTANGGUNGJAWABAN PffiAK PENGANGKUT DAN 

PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI 

3.1. Mekanisme Pengangkutan Dengan Angkutan Bus Kota 

Di dalam masyarakat umum terutama masyarakat daerah perkotaan bukan 

hal yang baru lagi apabila dalam kesehariannya banyak menjumpai lalu lalang bus 

dengan trayek di dalam kota saja seperti di surabaya. Tetapi banyak pula dari 

sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami mengenai mekanisme 

pengangkutan dengan menggunakan angkutan bus kota. Untuk itu ment,ringat 

betapa bergunanya angkutan bus kota sebagai sarana transportasi jarak dekat 

maupun jarak jauh tetapi masih dalam wilayah kota rnaka perlu kiranya saya 

menjelaskan mengenai mekanisrne pengangkutan dengan menggunakan angkutan 

bus kota. 

Adapun mekanisme daripada pengangkutan dengan rnenggunakan angkutan 

bus kota dapat dilakukan dengan rnelalui penawaran. Penawaran yang dimaksud 

disini yaitu penawaran yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Seperti yang telah 

dikatakan oleh Soekardono bahwa pengangkut atau pengusaha pengangkutan 

mengadakan penawaran yang ditujukan kepada umum, bahwasannya mereka 

bersedia menyelenggarakan pengangkutan barang-barang atau onirig-orang untuk 

jarak-jarak tertentu dengan pembayaran biaya serta syarat-syarat lainnya 

tertentu.12 Penawaran oertama vang dilakukan oleh oihak oengangkut tersebut 
A ~ "-" .1. .I "-" -

12 Op cit. hal. 17 
29 
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dilakukan dengan cara mangkal di terminal-terminal yang terdapat di dalam kota 

saja. Di sini pihak pengangkut dengan diwakiJi oleh sopir, kondektur, kemet 

mencari penumpang di sekitar terminal, biasanya dalam pengangkutan dengan 

angkutan bus kota baik sopir, kondektur, kemet tidak perlu repot-repot mencari 

penumpang dengan secara langsung karena dalam prakteknya ada beberapa orang 

yang membantu dalam mencari penumpang. Beberapa orang tersebut memang 

mempunyai tugas mencari dan menanyakan kemana tujuannya, sebagai kontra 

prestasinya pihak pengangkut akan memberikan sejumlah uang kepada orang 

tersebut apabila penumpang yang naik ke bus kota telah dirasa cukup untuk 

diangkut ke tempat tujuannya masing-masing. Tetapi banyak pula dari 

pen urn pang yang langsung naik ke bus kota tanpa terlebih dahul u menanyakan 

kemana tujuannya, karena di sini dimungkinkan penurnpang sudah mengerti 

trayek yang akan dilalui oleh bus kota yang dinaikinya yaitu dengan melihat 

langsung pada papan penunjuk yang ada di depan ataupun sarnping dari lambung 

bus kota tersebut. 

Setelah penurnpang naik ke dalam bus kota otomatis kesepakatan telah 

teijadi yaitu penumpang telah rnenyetujui kemana trayek yang akan dilalui oleh 

bus kota terse but, dan setelah bus kota tersebu1 berangkat pihak pengangkut dalam 

hal ini diwakili oleh kondektur menarik ongkos kepada setiap penumpang pada 

waktu bus kota tersebut masih dalam keadaan beijalan sembari menanyakan pada 

penumpang kemana arah dan tujuannya. Untuk mengingatkan kepada para 

penurnpang akan turun dirnana pihak pengangkut yang dalarn hal ini diwakili oleh 

kemet akan berteriak-teriak mernberikan petunjuk kepada penumpang tempat-
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tempat tertentu yang biasanya banyak dari penumpang akan turun di tempat 

terse but. 

Sedangkan penawaran kedua yang dilakukan oleh pihak pengangkut yaitu 

dengang cara mencari penumpang di halte-halte maupun di jalan-jalan sesuai 

trayek yang dilewatinya. Disini, jikalau penurnpang ingin mempergunakan 

angkutan bus kota, ia akan memberikan isyarat kepada sopir maupun kernet 

dengan cara melambaikan tangannya menandakan bahwa ia ingin naik atau 

mempergunakan jasa angkutan bus kota tersebut, lalu sopir bus kota akan 

menepikan kendaraannya dan memberikan kesempatan ba!:,ri penumpang untuk 

naik. Setelah penumpang tersebut naik lalu kondektur akan menghampirinya dan 

meminta kepada penumpang yang baru naik tersebut ongkos pengangkutannya 

dan menanyakan kemana tujuan dan akan turun dimana. 

Mengenai rnekanisme daripada pengangkutan menggunakan alat angkutan 

bus kota ini memang bertujuan untuk rnembantu masyarakat yang masih awam 

yang ingin mempergunakan alat angkutan bus kota sebagai sarana transportasi di 

dalam kota dengan biaya yang relatif terjangkau oleh masyarakat secara umum, 

baik dari kalangan rnasyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah maupun 

masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Eksistensi daripada rnekanisme 

pengangkutan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dal~m 

menentukan kemana arah dan tujuannya dengan an'ian dan selamat samp~i ke 

tempat yang dituj u. 
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3.2. Tanggungjawab Pihak Pengangkut Terhadap Penumpang dan Barang 

Bawaan Dengan Angkutan Bus Kota 

Mengingat di sini pada pihak pengangkut mempunyai tanggungjawab yang 

besar maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengangkutan dengan angkutan 

bus kota tersebut pihak pengangkut juga dibebani dengan dua kewajiban yang 

mendasar. Adapun dua kewajiban tersebut adalah : 

};;> Kewajiban Prevent~/: yaitu penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dihindari 

seminimal mungkin kerugian yang akan timbul, . di sini tentunya pihak 

pengangkut harus memperhatikan kondisi bus yang akan digunakan dan juga 

tem1asuk kesiapan baik sopir, kondektur, kemet yang dalam hal ini 

ketiganya mewakili pihak pengangkut untuk melaksanakan pengangkutan 

menggunakan angkutan bus kota. 

};;>- Kewajiban Represif, yaitu jika suatu kerugian yang timbul tidak dapat 

dihindari maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab untuk membayar 

ganti rugi baik kepada korban maupun ahli warisnya bila ada kemungkinan 

penumpang angkutan bus kota tersebut meninggal dunia. Kewajiban represif 

ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 

yang demikian bunyinya, 

"Apabila korban meninggal, pengemudi dan/ atau pemilik. da~ ~ta~ 
pengusaha angkutan umum wajib memberi _bantuan kepada ~hh wans an 
korban berupa biaya pengobatan dan/ atau btaya pemakaman. 

Jika penumpang yang ikut dalam penyelenggaraan pengangkutan sampai 

meninggal dunia, perusahaan angkutan bus kota wajib memberikan ganti rugi 
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kepada ahli waris korban. Hal ini di atur pada pasal 28 jo pasal 31 ayat 1 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1992, yang berbunyi : 

"Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang 
diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga 
yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam 
mengemudikan kendaraan bermotor." 

Pada setiap peristiwa pengangkutan dengan menggunakan angkutan bus kota 

ada kemungkinan akan terjadi kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Dalam 

hal ini sudah seharusnya pihak pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian 

yang diderita oleh penumpangnya dan bertanggungjawab terhadap kerusakan 

barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat 

dalam ketentuan yang ada pada pasal45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 yaitu demikian bunyinya, 

"Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita 
oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya 
dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan." 

Dari ketentuan itu terlihat bahwa pihak pengangkut harus bertanggungjawab 

terhadap keru1:,rian yang diderita oleh penumpangnya, kecuali seperti yang telah 

disebutkan di muka yaitu apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa 

kerugian yang diderita oleh penumpang tersebut bukan merupakan kesalahan 

pihaknya. Terhadap hal ini dinyatakan juga dalam Pasal 1367 Ayat I Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata , bahwa 

"Seorang tidak -saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang­
barang yang berada di bawah pengawasannya." 
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Sedangkan tanggungjawab pihak pengangkut ini juga diatur dalarn pasal 523 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menegaskan bahwa pihak 

pengangkut harus rnenanggung terhadap segala perbuatan dari rnereka yang 

dipekerjakannya, dan terhad.ap segala benda yang dipakainya dalam 

rnenyelenggarakan pengangkutan tersebut. 

Setelah kita melihat keterangan diatas yang menyatakan bahwa pihak 

pengangkut berkewajiban menutup segala kerugian yang diderita oleh 

· penumpangnya baik mengenai jiwa si penumpang rnaupun mengenai barang­

barang yang dibawa oleh penumpangnya, temyata tidak demikianlah kenyataan 

yang ada pada praktek pengangkutan dengan menggunakan angkutan bus leota. 

Pada pengangkutan dengan rnenggunakan angkutan bus kota hal mengenai 

kerugian terhadap barang yang dibawa oleh penumpang rnerupakan resiko yang 

harus ditanggung oleh pihak penumpang itu sendiri. Itu disebabkan pihak 

pengangkut memberikan suatu pedoman maupun semacam peringatan kepada 

penumpang, bahwa "Bila ada barang hilang/ rusak/ tertukar adalah resiko 

penumpang". Dari sini terlihat jelas bahwa perusahaan angkutan atau pihak 

pengangkut tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh 

penumpangnya dalam hal kerugian atas rusak/ hilang/ tertukamya barang-barang 

bawaan rnilik penumpang pada angkutan bus kota tersebut. 

Untuk itu pihak perusahaan angkutan umum tidak mau bertanggungjawab 

atas barang-barang yang dibawa oleh penumpang sehingga dalam hal ini pihak 

perusahaan angkutan bus kota tersebut tidak dapat memberikan ganti rugi atas 

kerugian yang diderita penumpangnya, karena hal ini berdasarkan perjanjian yang 
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dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan angkutan atau oleh pihak pengangkut 

dan hal itu telah disetujui dan dilaksanakan oleh pihak penumpang. 

Dari basil wawancara dengan pihak perusahaan umum angkutan bus kota 

diketahui bahwa pihak perusahaan umum angkutan bus kota tersebut dengan 

mencantumkan ketentuan, bahwa "Bila barang hilang/ rusak/ tertukar adalah 

resiko penumpang sendiri", mempunyai alasan bahwa pihaknya baik itu sopir, 

kondektur, kemet dalam hal ini sebagai wakil dari pihak pengangkut tidak 

mengetahui secara pasti barang-barang apa saja yang dibawa oleh penumpang dan 

juga tidak akan mengetahui barang-barang bawaan yang dibawa oleh 

penumpangnya satu persatu. Dan juga dimungkinkan dari pihak penumpang 
". '· 

sendiri tidak tahu atau tidak hafal barang-barang apa saja yang dibawa oleh 

penumpang yang lainnya. Sehingga apabila ada penumpang yang !alai dan 

mengakibatkan hilang atau rusaknya barang-barang bawaannya maka 

sipenumpang sendirilah yang akan bertanggungjawab atas kemgian tersebut. 

Disini pihak perusahaan umum angkutan bus kota tidak akan bertanggungjawab 

atas hilang atau rusaknya barang-barang yang dibawa 1 h 
o e penumpang tersebut 

dan tidak dapat memberikan ganti rubl] atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang 13 

3.3. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi oleb Penumpang Terbadap Pibak 

Pengangkut 

13 
Wawancara dengan staf operasional Perum DAMRI, tanggal 8 Maret 2003 
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Jika teijadi kecelakaan dalam pelaksanaan pengangkutan maka penumpang 

berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut. Pihak pengangkut 

bertanggungjawab terhadap penumpang yang mendapat kecelakaan pada saat 

pelaksanaan pengangkutan, hal ini diatur dalam pasal 45 Ayat 2 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa 

"Besarnya ganti ruff. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), adalah sebesar 
kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang dan 
a tau pihak ketiga." 

Dalam prakteknya mengenai besarnya pembayaran ganti rugt tiap 

perusahaan umum angkutan bus kota tidak ada persamaan tergantung dari 

kebijaksanaan perusahaan umum angkutan bus kota masing-masing, dalam hal ini 

kaitannya untuk menjaga citra daripada perusahaan umum angkutan bus kota 

tersebut. Ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak penumpang kepada pihak 

pengangkut tersebut biasanya mengenai ganti rugi yang berkaitan dengan 

keselamatan jiwa dari penumpang itu sendiri, dengan ini penumpang 

mengikutsertakan dirinya kepada pihak asuransi jiwa yaitu PT. ( PERSERO ) 

Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan jalan membayar ongkos pengangkutannya 

kepada pihak pengangkut dimana didalam karcis tersebut sudah termasuk asuransi 

kerugian terhadap diri penumpang itu sendiri . Untuk itu oleh pihak pengangkut 

tuntutan mengenai ganti rugi diserahkan kepada PT (Persero) Asuransi Kerugian 

Jasa Raharja yang dalam hal ini berupa biaya pengobatan bila luka atau cacat 

badan tetap, santunan bagi yang meninggal dunia kepada ahli waris serta biaya 

penguburan. 14 

14 Wawancara dengan staf operasional Perum DAI\1RI, tanggal 8 Maret 2003 
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Untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung yang dalam hal ini 

adalah PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja maka untuk itu dibutuhkan 

suatu syarat guna mendapatkan biaya ganti rugi tersebut. Adapun syarat yang 

harus dipenuhi guna mendapatkan ganti rugi tersebut adalah : 

I. Kecelakaan yang terjadi sudah terdaftar pada kepolisian setempat 

dimana kecelakaan tersebut terjadi. 

11. Adanya surat panggilan dari PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 

Raharja. 

Pemberian ganti rugi kepa.da korban baik yang luka-luka, cacat badan tetap 

atau meninggal dunia pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT (Persero) 

Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Untuk ketiga kriteria diatas yang dapat diberikan 

oleh pihak PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Rahar:ja. Namun apabila 

penumpang tersebut meninggal dunia maka pihak PT (Persero) Asuransi ~(erugian 

Jasa Raharja wajib memberikan ganti rugi tersebut kepada ahli waris dalam 

jangka waktu kurang dari 7 (Tujuh) hari setelah korban meninggal dunia. 

Sedangkan untuk yang menderita luka-luka menunggu surat keterangan dari 

dokter atau dari pihak rumah sakit. Kepada korban atau ahli warisnya akan 

rnendapat surat panggi I an dari pihak penanggung dalarn hal ini PT (Persero) 

Asuransi Kerugian Jasa Raharja setelah mendapatkan laporan dari perusahaan 

umum angkutan bus kota yang bersangkutan. 

Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh korban atau ahli waris adalah 

setelah korban ataupun ahli waris mendapatkan surat panggilan dari PT (Persero) 

Asuransi Kerugian Jasa Raharja, korban ataupun ahli waris datang ke kantor PT 
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(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja lalu kemudian mengisi formulir K.2. 

Formulir tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma. 

Adapun isi dari Daftar ]sian Formulir tersebut memuat antara lain : 

1. Mengenai identitas korban 

2. Keterangan kecelakaan oleh alat angkutan tersebut. 

3. Mengenai kesehatan si korban. 

4. ldentitas ahli waris bila korban meninggal dunia. 

Mengenai identitas korban tersebut para korban yang tidak meninggal dunia 
,, 

diwajibkan membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada 

petugas Jasa Raharja setelah adanya panggilan dari PT. (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja sedangkan bagi para korban yang meninggal dunia yang 

dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya maka untuk membuktikan bahwa ia 

benar-benar adalah ahli waris korban yaitu dengan menunjuk.kan kepada petugas 

Jasa Raharja Kartu Susunan Keluarga (KSK) 

Sebelum penumpang memperoleh pembayaran ganti rugi dari pihak PT 

(persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja itu berarti perusahaan umum angkutan 

bus kota yang bersangkutan sudah lepas dari tanggungjawabnya. Karena biasanya 

dalam kenyataan di masyarakat pada umumnya bila terjadi suatu kecelakaan, baik 

korban maupun ahli warisnya akan langsung mendatangi pihak perusahaan umum 

angkutan bus kota yang bersangkutan, dikarenakan mereka belum mengetahui 

mengenai prosedur apa yang seharusnya mereka lakukan guna tnen:dapatkan 

santunan seperti yang tertera dalam karcis angkutan bus kota, untuk itu pihak 

perusahaan umum angkutan bus kota yang bersangkutan tersebut tidak bisa 
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menghilangkan tanggungjawabnya, maksudnya yaitu pihak perusahaan juga wajib 

membantu korban atau ahli wans korban dalam proses permintaan ganti rugi 

kepada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 

Mengenai pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris 

korban yang berhak mendapatK:an ganti rugi berdasarkan PP. Nomor 17 Tahun 

1965 pasal 12 Ayat 1 jika korban meninggal dunia maka yang berhak 

mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut : 

I.· Janda atau dudanya yang sah; 

II . Jika tidak adajanda atau duda yang sah maka anak yang sah; 

HI. Jika tidak ada point 1 dan 2 maka orang tua yang sah. 

Ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban dan ahli waris korban adalah 

sebagai berikut : 

I. Biaya pengobatan bagi yang menderita luka-luka, cacat badan tetap 

yaitu untuk dokter atau biaya rumah sakit; 

II. Bagi yang meninggal dunia akan mendapat biaya penguburan ahli 

warisnya dan mendapat santunan dari PT (Persero) Asuransi Kerugian 

J a sa Raharj a; 

3.4. Peran dan Tanggungjawab Asuransi Jasa Raharja Dalarh Sistem 

Pertanggungjawaban Pengangkutan Dengan Bus Kota 

. Setelah mengetahui beberapa hal yang telah disebutkan di depan, dapat kita 

lihat bahwa didalam pelaksanaan pengangkutan dengan angkutan bus kota, tidak 

menutup kemungkinan dari pihak pengangkut melakukan kesalahan yang 
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mengakibatkan kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Baik itu mengenai 

kerugian terhadap barang-barang bawaan milik penumpang itu sendiri maupun 

terhadap keselamatan jiwa daripada pen urn pang angkutan bus kota tersebut. 

Untuk itu dalam menghadapi masalah tersebut, terutama mengenai 

tanggungiawab pihak pengangkut dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi untuk 

keselamatan terhadap diri penumpang hal ini diserahkan kepada pemerintah. 

Maksudnya dalam proses pemberian ganti rugi tersebut pihak pengangkut 

melimpahkannya atau diambilalih oleh pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah 

diwakili oleh PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Disini peranan PT 

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja memang akan sangat dibutuhkan oleh 

pihak penumpang angkutan bus kota apabila pada waktu pelaksanaan 

pengangkutan dengan angkutan bus kota pihak pengangkut melakukan kesalahan 

yang mengancam keselamatan jiwa daripada pen urn pang terse but. 

Pada dasarnya memang tujuan dari PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 

Rahar:ja adalah memberikan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat atau si 

penumpang angkutan bus kota yang mengalami musibah kecelakaan. Bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja 

telah diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang­

undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang adail.ya 

jaminan sosial yang diberikan kepada penumpang angkutan umum dan bagi 

masyarakat pengguna kendaraan bermotor diatas jalan raya. Bentuk daripada 
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Jamman sosial tersebut adalah suatu bantuan sosial yang diberikan kepada 

masyarakat yang mengalami musibah dan menjadi korban sehagai akibat 

kecelakaan dalam pelaksanaan pengangkutan menggunakan alat angkutan 

penumpang umum dan yang menjadi korban akibat kecelakaan Ialu lintas jalan. 15 

Jaminan sosial dari PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja diberikan 

dalam bentuk bantuan keuangan kepada korban kecelakaan untuk mendapatkan 

perawatan dan pengobatan dokter atau rumah sakit, korban menjadi cacat maupun 

bagi ahli waris korban, yang meninggal serta biaya penguburan bagi para korban 

yang meninggal dunia. 

Adapun besarnya jaminan sosial yang diberikan oleh PT (Persero) Asuransi 

Jasa Raharja diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

R.l tahun 2001. Lebih spesifiknya untuk Undang-undarg Nomor 33 Tahun 1964 

tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Peftumpang besamya jaminan 

atau santunan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 415/ 

KMK.06/ 2001 . Sedangkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu lintas Jalan besarnya jaminan atau 

santunan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 416/ KMK.07/ 

2001. 

Upaya pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh PT (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja kearah tenvujud dan terbinanya suatu jaminan sosial yang 

diadakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan alat 

angkutan penumpang umum dan lalu lintas angkutan jalan dilakukan dengan cara 

15 Moegni Djojoditjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal.102 
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penghimpunan dana pertanggungan secara bersama-sama dari masyarakat maupun 

dari para penumpang itu sendiri . Dana pertanggungan demikian disebut dengan 

dana pertanggungan wajib yaitu dengan mewajibkan setiap anggota masyarakat 

maupun para penumpang ikut berpartisipasi dalam menghimpun dana 

pertanggungan tersebut. Penghimpunan dana pertanggungan secara bersama yang 

dilakukan oleh masyarakat maupun para penumpang tersebut ditempuh dengan 

pertimbangan keadaan ekonomi dan keuangan negara yang bel urn memungkinkan 

untuk memberikan jaminan sosial secara mandiri. 

Penghimpunan dana tersebut sebagian didapat dari pembayaran sumbangan 

wajib dari penumpang umum dan sumbangan wajib tersebut biasanya sudah 

langsung dimasukkan dalam biaya ongkos pengangkutan yang oleh penumpang 

diberikan pada waktu ia membayar ongkos kepada kondektur bus kota yang 

kemudian kondektur bus kota tersebut memberikan suatu tanda bukti berupa 

karcis angkutan, dimana dalam karcis tersebut tercantum tarif yang mana dalam 

tarif tersebut sudah termasuk dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. 

Selain mendapatkan dana wajib pertanggungan dari, pihak PT (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja juga mendapat sumbangan wajib yang dipungut dari pihak 

pengangkut yang menyediakan jasa alat angkutan lalu lintas jalan. 

Selanjutnya pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : "Pengusaha angkutan 

umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 45 ayat 1." Jadi jika dalam penyelenggaraan pengangkutan terjadi 

kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, baik luka berat maupun ringan, cacat 
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badan tetap, bahkan sampa1 meninggal dunia pihak pengangkut harus 

bertanggungjawab. 

Walaupun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 46 mengatur 

tentang kewajiban perusahaan angkutan urn urn mengasuransikan 

tanggungjawabnya, namun peraturan pelaksanaannya belum ada. Maka ketentuan 

yang diatur dalam pasal 46 bel urn dapat dilaksanakan oleh pihak pengangkut yang 

dalam hal ini adalah perusahaan angkutan umum tersebut. Sehingga apabila 

tetjadi kecelakaan, pihak pengangkut belum dapat melaksanakan kewajibannya 

untuk mengasuransikan tanggungjawabnya, selain itu penumpang wajib 

membayar asuransi pada Asuransi Kerugian Jasa Rahatja. 

· Wajib asuransi penumpang disini diatur pada pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-

undang Nomor 33 Tahun 1964, yang berbunyi : 

"Tiap penurnpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api , 
pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan 
perkapalan atau pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui 
pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuang~ 
disebabkan kecelakaan penumpang dalam petjalanan." 

Pada saat penyelenggaraan pengangkutan dengan angkutan bus kota, 

penumpang tidak hanya rnenutup petjanjian pengangkutannya saja tetapi 

sekaligus juga menutup perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan. Dalam hal ini 

penurnpang angkutan angkutan bus kota bertindak sebagai tertanggung, 

sedangkan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertindak sebagai 

penanggung, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

1965. 
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Kewajiban PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam memberikan 

ganti kerugian kepada penumpang angkutan umum bus kota apabila penumpang 

tersebut mendapat cacat badan tetap sampai meninggal dunia akibat kecelakaan 

pen urn pang. Sedangkan hak dari penanggung dalam hal ini PT (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja yaitu menerima premi dari penumpang melalui perusahaan 

pengangkutan yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu jika terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan 

maka ganti rugi akan diberikan oleh PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 

seperti yang telah disebutkan dan diatur dalam pasal 10 ayat l huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang berbunyi : 

"Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 13 dibawah, tiap penumpang 
sah dari kendaraan bermotor urn urn, kereta a pi, pesawat terbang per usahaan 
penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/ pelayaran nasional, 
termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurutlberdasarkan 
pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan 
diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan 
oleh pengangkutan untukjangka waktu antara saat-saat sebagai berikut : 
a. dalam hal kendaraan bermotor umum: antar saat penumpang naik 
kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari 
kendaraan terse but di tern pat tuj uan." 

Sudah menjadi kewajiban pengangkut untuk bertanggungjawab selama 

dalam penyelenggaraan pengangkutan ptfuumpang yang diangkutnya selamat dan 

aman sampai ke tempat tujuan. 

Jika dalam penyelenggaraan pengangkutan menimbulkan kerugian maka 

pihak pengangkut harus bertanggungjawab, namun ada beberapa hal yang 

menyebabkan pengangkut dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar 

ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami kecelakaan tersebut. Dapat 
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dibebaskan disini bukan berarti pihak pengangkut tersebut dibebaskan dari 

tanggungjawabnya secara penuh. · Hal ini didasarkan pada pasal 29 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1992, yang berbunyi : 

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku dalam hal 
adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar 
kemampuan, disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, ataupun 
disebabkan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan 
pencegahan." 

Untuk itu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja mempunya1 

kewajiban untuk membayar dana berupa ganti rugi pertanggungan jiwa kepada 

para korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian asuransi 

terdapat sifat timbal balik. Maksudnya apa yang sudah menjadi kewajiban dari PT 

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja juga merupakan hak dari pada 

penumpang angkutan umum bus kota itu sendiri . Jadi disini dapat kita lihat 

besamya peranan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja da1am 

memberikan suatu jaminan perlindungan bagi masyarakat terutama penumpang 

angkutan umum bus kota, apalagi eksistensi daripada alat angkutan bus kota 

tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. 



4.1. Kesimpulan. 

BABlV 

PENUTUP 

Berakhirnya pembahasan mengenai masalah "Tanggungjawab Pengangkut 

terhadap Pengangkutan Penumpang serta Barang Bawaan pada Angkutan Bus 

Kota", maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Tetjadinya pembentukan perjanjian pengangkutan dengan ditinjau secara 

hukum adalah cukup secara lisan saja, yaitu adanya kata sepakat oleh para 

pihak. Sedangkan kesepakatan dengan menggunakan angkutan bus kota itu 

terjadi pada saat naik dan duduk pada kursi bus kota tersebut lalu penumpang 

mengatakan pada kondektur bus kota kemana arah tujuannya. Sedangkan 

keberadaan tiket bus kota tidak mempengaruhi mengenai sahnya perjanjian 

pengangkutan dengan menggunakan angkutan bus kota. Dikarenakan tiket 

tersebut hanyalah sebagai bukti bahwa penumpang telah membayar ongkos 

pengangkutan. Sehingga dengan penumpang naik dan duduk pada kursi bus 

kota tersebut, maka pada saat itu pula perjanjian pengangkutan sudah terjadi . 

Hal ini berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di 

mana dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa sahnya perjanjian adalah 

adanya kata sepakat. 

2. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya suatu kerogiarr-pada 

pihak penumpang pada saat pelaksanaan pengangkutan maka tanggung jawab 

ada di pihak pengangkut. Pengangkut dalam hal terjadi kecelakaan yang 

46 
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mengakibatkan kerugian pada diri penumpang bus kota wajib memberikan 

ganti rugi, dimana mengenai pemberian ganti rugi ini pengangkut dibebaskan 

karena disini pengangkut diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung 

jawabnya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat I Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1992. Maksudnya dalam proses pemberian ganti rugi kepada 

penumpang oleh pengangkut diambil alih oleh negara. Disini negara didalam 

memberikan jaminan kecelakaan pada penumpang, negara diwakili oleh PT.( 

Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Sedangkan mengenai barang-barang 

yang dibawa oleh penumpang bus kota apabila terjadi kerugian hal itu bukan 

merupakan tanggung jawab pengangkut. 

4.2. Saran 

Setelah melihat dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat saya 

kemukakan mengenai saran-saran terhadap beberapa kesimpulan-kesimpulan 

yang telah saya kemukakan diatas, bahwa : 

1. Meskipun didalam pembentukan perjanjian pengangkutan dengan angkutan 

bus kota tersebut tidak disyaratkan harus secara tertulis, namun didalam 

memudahkan pihak penumpang menuntut haknya kepada pihak pengangkut 

mak~ ~aya sarankan agar didalam pembentukan perjanjian pengangkutan 

tersebut pihak penumpang diwajibkan meminta kepada pihak pengangkut 

suatu bukti tertulis yang biasanya berbentuk karcis, dan tanda bukti secara 

tertulis dalam hal ini karcis tersebut dapat d1berikan kepada pihak penumpang 
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sete1ah ia melakukan pembayaran ongkos pengangkutannya kepada kondektur 

bus kota. 

2. Untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penumpang dalam hal ini 

mengenai hilangnya barang bawaan serta mengenai keselamatan diri 

penumpangnya sendiri, maka untuk itu saya sarankan bahwa pihak perusahaan 

umum. angkutan bus kota dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi 

barang bawaan yang dibawa oleh penumpang maupur. bagi diri 

penumpangnya . sendiri . Dengan begitu akan mernberikan pada pihak 

penumpang suatu kepastian mengenai pemberian pelayanan yang baik. 

/ 
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. -----------------

(Dii.si ulch Doktcr, Mantri Kcscllatan atau yang lkrwcnang lainnya) 

1. · YarJg bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Dari Rum<tll Sakit/Pu.skc.sma.s/Balai Pcngnhatan : 

Milik : 0 Pcmcrintah D Swasta 
A I am a l 

Mcncrant!kan hahv.:a pad a tanggal ..... .. .... ........... ... ..... .... ... ... ..... .. .... ... ... tdah memcriksa korhan 
kecelakaan akihat . . .. . .. .... .... .. .. .... . ...... .. .. . ... .. . ......... ........ . . .. . .. .. .... . . .. ... .. .................. . .... ; . 

• ALas Nama 

J..:nis kclam111 

A 1 am a 1 

: 0 Laki-laki 0 Pcrcmpuan . Umur : tim 

: i l Mcnin!!nal dunia .. _ --.e [J Luka bcrat 0 Luka Ringan 

2 . . Pcnjclasan kcadaan korhan : 
a. Ccdcra yang didcrita korban 

b. Oiagn1l.'i<t 

. c. Tindakan !Wrlolnn!!an yang Ielah I akan dilakuk<lll tcrhadap kmban: 
~ -

Tindak ;111 Pertolongan Tcmpat 

- Pcnnlungan pyrtama di Tanggal 

- Tindakan 1)pcrasi ' di Tanggal 

- Pcra\\'atan di Tanggal 

- Bcr,lhat )alan J di Tanggal 

Pcnj~lasan singkat tindakan operasi : 

Waktu 

Dcngan 111l~n~ingat sumpah jahatan. Sural Kcln<mg: tn ini dihual dcngan schcnarnya, 

0 Cacal tetap 

.s.d 

.s.d 

.s .d 

s.d 

Dt .. .. .. ...... .. ... .......... ........ ....... .. .. . .. ....... .. .... tanggal . ... . ... ..... . .. ...... ..... .. .. ... ... .. ..... . . .. .... ....... ·. 

0 bcrikan lalllla J 

Tanda tang;u) dan cap Pcjahat/Instansi 
Yang herwella11)_!. 

(Nama dan Jabatan .. .. .. ... ... .. ....... .. ......... . ) 

Formulir ini discdiakan·secan\ cuma-cumaokh PT ]ASA RAHAR]A (Perst!ro) 



KETERAN<:AN AllLlWARlS 

(Diisi nkh P~mongpraja atau yang Bcrwenang lainnya apahila korban mcninggal dunia) 

l. Yang bertanda tangan dibawah ini : 

. co t"t ., o r\ N a n1 a 

Jabatan 
Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah hcnar schagai ahliwaris korban pada pnint-2 dcngan 
ketcrangan masing-masing scbagaimana dihawah ini ; 

· 2. ldentitas Korban 
0 

· Nama korban 

knis kclamin 

Umurltanggallahir 

Status pcrl1ikahan 

Alamat 

3. Ahliwaris Korban 

Nama 

: 0 Laki-laki . 

:0 Nikah 

0 Pcrcm puan 

0 .Janda 0 Duda 0 fklum Nikah 

Huhungan tkn).!<\n knrhan : n .landa/Duda [" -j /\nak · [I Orant! Tua [ l l .ainnya ... .. ... .. ........ .. . 

. LJmur/tanggal lalm 

'Alamat 

Sural Nikah/Kanu Kcl. 

Dikcluarkan di 

Kartu Tamla 1\~nduduk 

Dikduarkan di 

: No; Tgl. 

: No. Tgl. 

Dcngan mcngingat sumpah ja()atan, Surat Kctcrangan ini ~ibuat dengan sebcnarnya, 

Di . ... .... . ....... ... . . .. .. ... .... .. .. .... ........ ... : ...... .. ... tanggal .. ....... . ..... .. .. . .. · ... . ...... .. ... .. .. ... ..... ..... .. .. . . : 

Oherikan tand<t v' 

Tanda tan~an dan (·ap Pcjahat/lnsl;ill\1 

Yang bcrwcnang . . 

(Nama dan Jabatan .... ....... ..... ... , ... ..... ..... ) 

-.;.:_f. Formulir ini discdiakan sccara cum a-cum a olch PT JASA RAHARJA (Pnsero) 


